PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
daerah Istimewa Yogyakarta tahun Angaran 1996/1997 tertanggal 5
Juni 1997 yang dibuat oleh Gubernur Kepala daerah Istimewa
Yogyakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, T.L.N. Nomor
3037);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 1959;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5
Tahun 1975);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang
Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun,
penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan
Khusus serta Operasi Pasar;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi
Daerah Otonom;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang
Pelaksanaan ~ Tuntutan  Perbendaharaan dan  Tuntutan  Ganti
RugiKeuangan dan Materiil Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang
Manual Administrasi Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah
Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang
Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos
2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang
Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang
Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan
Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan dengan Sisa Kas dan
Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.34-374 tahun 1996
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 1996/1997;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.34-188 Tahun 1997
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
1996/1997;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
1996/1997;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23
Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 04/K/DPRD/1994 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.



Memperhatikan :

Menetapkan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUQOD tanggal 1 Pebruari
1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/575/PUOD tanggal 3
Maret 1997 perihal Penggunaan Subsidi/Ganjaran Umum;

3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 Mei 1997
sampai dengan tanggal 3 Juni 1997,

4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Juni, 14 Juni, 21 Juni
dan 26 Juni 1997. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan
RakyatDaerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN
1996/1997,

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun
Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut:
1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 213.379.837.961,54

2. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin Rp 157.356.107.356,96
b. Pembangunan Rp 47.172.897.022,62
Rp 204.529.004.379,58

3. Sisa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah berlebih besar .................

Rp 8.850.833.581,96



Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran
1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan .......... Rp 20.944.796.450,33
b. Belanja:
- Rutin Rp 20.983.922.012,33
- Pembangunan Rp 0,00
-------- Rp 20.983.922.012,33

c. Sisa Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan
berkurang Rp 39.125.562,00)

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah/Urusan Kas
dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di:  Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENJABAT GUBERNUR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA
ttd. ttd.

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO PAKU ALAM VIII



